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ABSTRAK

Beberapa contoh kasus penelantaran klien oleh advokat nakal atau advokat hitam
menjadi refleksi bahwasannya pengaturan mengenai kode etik untuk profesi
advokat di Indonesia belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini
menjadi urgensi perdana bahwasannya etika profesi merupakan hal yang berperan
penting dalam penegakan kedisiplinan, kehormatan serta keluhuran dari suatu
profesi secara umum, baik perkumpulan maupun individu yang berprofesi sebagai
advokat. Kemudian, kode etik sebagai bentuk dari etika profesi tersebut tidak
hanya berhenti di tataran pemikiran maupun teori, melainkan juga harus
diterapkan secara praktek di lapangan. Etika profesi menurut kajian komprehensif
filsafat hukum sangat diperlukan untuk menegakkan marwah profesi advokat baik
dari hulu hingga ke hilir, terutama ketika membahas mengenai moralitas. Dalam
tulisan ini, penulis mengambil contoh kasus Joko Sriwidodo sebagai gambaran.

Kata Kunci: Etika Profesi, Filsafat Hukum, Kode Etik Advokat, Moralitas

ABSTRACT

Some examples of cases of client neglect by rogue advocates or black advocates
are a reflection that the arrangements regarding the code of ethics for the
advocate profession in Indonesia have not worked as they should. This becomes
the initial urgency that professional ethics is an important role in the enforcement
of discipline, honor and dignity of a profession in general, both associations and
individuals who work as advocates. Then, the code of ethics as a form of
professional ethics not only stops at the level of thought and theory, but also must
be applied practically in the field. Professional ethics according to a
comprehensive study of legal philosophy is needed to uphold the spirit of the
advocate profession both from upstream to downstream, especially when
discussing morality. In this paper, the author takes the example of Joko Sriwidodo
as an illustration.

Keywords: Professional Ethics, Legal Philosophy, Advocate Code of Ethics,
Morality
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A. PENDAHULUAN

Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.
Hukum dikaji dalam pendekatan hakikat hukum, seluk-beluk hukum dan tujuan
hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau
etika yang mempelajari hakikat hukum.

Apeldoorn (1985) mengajukan tiga pertanyaan berkaitan dengan filsafat
hukum, yaitu:

1. apakah pengertian hukum yang berlaku umum?
2. apakah dasar kekuatan mengikat dari hokum? dan
3. apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat?

Lili Rasyidi (1990) menyebutkan beberapa masalah-masalah filsafat hukum,
antara lain meliputi:

hubungan hukum dan kekuasaan;

hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;

apa sebab negara berhak menghukum seseorang;

penyebab orang menaati hukum;

masalah pertanggungjawaban;

masalah hak milik;

masalah kontrak; dan

masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Nk wWN

Filsafat hukum sering diidentikkan dengan yurispredence yang diajarkan di
fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat. Istilah Jurisprudence (Bahasa
Inggris) atau Jurisprudenz (Bahasa Jerman) dipopulerkan oleh penganut aliran
positivisme hukum. Kata Jurisprudence harus dibedakan dengan Kkata
yurispudensi sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan/atau Eropa
Kontinental. Istilah yurisprudensi menunjuk pada putusan hakim yang diikuti dan
dianut oleh hakim-hakim lain.

Huijbers (1988) menyatakan di Inggris, Jurisprudence berarti ajaran atau
ilmu hukum. Bagi penganut positivisme yuridis, kata yurisprudensi diartikan
sebagai suatu kepandaian dan kecakapan yang berada dalam batas ilmu hukum.
Dengan pandangan Huijbers tersebut, pengertian filsafat hukum adalah pemikiran
mendalam dan penuh kecerdasan tentang hukum yang dilakukan secara sistematis,

logis, kritis, radikal, kontemplatif dan rasional.!

! H.M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2012,
HIm.77-78.
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Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait
pandangan Filsafat Hukum terkait dengan Etika Profesi antara lain meliputi:

1. Definisi Etika dan Definisi Etika Profesi;

2. Definisi Filsafat dan Filsafat Hukum;

3. Macam-macam Etika Profesi; dan

4. Pembahasan Bakal Tesis dasi sisi Pelanggaran Kode Etik Profesi.

Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena menurut Mochtar Kusumaatmadja,
materi Filsafat Hukum berperan untuk menempatkan hukum dalam tempat dan
perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini
suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya.

B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Etika

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (Bahasa Yunani) yang berarti
karakter, watak kesusilaan atau adat.? Menurut Martin (1993), etika didefinisikan
sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for
our control system”. Etika sendiri merupakan refleksi dari apa yang disebut
sebagai “self control”.

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:

a. llmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban

moral;

b. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak;

c. Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan
dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan. 2
“Nilai" dimaksudkan kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang
membuat eksistensinya, pemilikannya, atau upaya mengejarnya menjadi sesuatu
yang diinginkan oleh individuindividu masyarakat. Nilai tidak selalu bersifat
subjektif, karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu
dan yang pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang
menjadikan etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan

membedakannya dari nilai-nilai intelektual atau estetis semata-mata.

2 Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm.29.
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Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup
tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana
seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling
menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler
dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan
masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung
tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah
dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya
etika di masyarakat kita.

Menurut para ahli, makna etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat
kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana
yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik,
berasal dari kata Yunani Ethos yang menurut Drs. O.P. Simorangkir adalah etika
atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai
yang baik. Sedangkan menurut Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika
adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan
buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Sedangkan menurut Drs. H.
Burhanudin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan
norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.
Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui
rangkaian tindakan sehari-hari. Hal itu berarti etika membantu manusia untuk
mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada
akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang
perlu dan seharusnya kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa
etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Sehingga
dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan

aspek atau sisi kehidupan manusianya.
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Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama, yaitu:

a. Etika Deskriptif, yaitu etika yang meneropong secara kritis dan rasional
sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup
ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberi fakta sebagai
dasar mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang diambil.

b. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap
dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam
hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi
penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan
yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

a. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana
manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan
etis, teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi
manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya
suatu tindakan. Etika umum dianalogkan sebagai ilmu pengetahuan, yang
membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

b. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam
bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana
saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan
kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan
prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud:
Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang
kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang
memungkinkan manusia bertindak etis, cara bagaimana manusia
mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral
dasar yang ada dibaliknya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian:

a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia
terhadap dirinya sendiri.

b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku

manusia sebagai anggota umat manusia.
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Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat
dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri
sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial
menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun
secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap
pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat
manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan sedemikian luasnya lingkup dari
etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian
atau bidang. Pembahasan bidang yang paling aktual saat ini antara lain:

Sikap terhadap sesama;
Etika keluarga;

Etika profesi;

Etika politik;

Etika lingkungan; dan
Etika ideologi.

—~o o0 o

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa Etika Profesi merupakan bidang
etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial.
Sistem Penilaian Etika:
a. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik
atau jahat, susila atau tidak susila.
b. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau
telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti.
Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk
perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya
adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat
hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.
c. Drs. Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai
pada tiga tingkat, meliputi:
1) Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih
berupa rencana dalam hati atau disebut niat.
2) Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
3) Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu berbentuk

baik atau buruk.
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Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa Etika Profesi merupakan
bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata
hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, will. Dan isi dari
karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini
ada empat variabel yang terjadi, yaitu:

a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.

b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik.
c¢. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

a. Etika Profesi

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti
karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan
dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai
apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk
atau baik. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discipline
which can act as the performance index or reference for our control system”.
Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang
akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan
manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang
secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan
pada saat dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala
tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang
dari kode etik. Dengan, demikian etika ialah refleksi dari apa yang disebut dengan
“self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk
kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok
profesional merupakan kelompok berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh
melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi
yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya
dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat (sesama profesi sendiri).
Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode
etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta
kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk

penyimpangan maupun penyalahgunaan kehlian (Wignjosoebroto, 1999).
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Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat
memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit
profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada
saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang
memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah
profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan
pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-
nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek
maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini.

Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah meliputi:

1) Tanggung Jawab
a) Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
b) Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau

masyarakat umumnya.

2) Keadilan
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa
yang menjadi haknya.

3) Otonomi
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi
kebebasan dalam menjalankan profesinya.

b. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

Kata profesi dan professional sesungguhnya memiliki beberapa arti. Profesi
dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk
memperoleh nafkah, baik legal maupun tidak. Dalam artian lebih teknis, profesi
diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang
dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil
karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan bayaran yang tinggi.®> Menurut
Parsons, pengertian profesi adalah “professional bukanlah kapitalis, pekerja
(buruh), administrator pemerintah, birokrat, maupun petani pemilik tanah. Batas

lingkup profesi sebagai institute tidak jelas dan tegas.

3 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, HIm.88.
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Dalam kenyataannya, terdapat kelompok-kelompok marginal yang status
keprofesionalannya “ekuivokal”. Namun demikian, Kkriteria inti untuk
mengkualifikasikan suatu okupasi sebagai suatu profesi mensyaratkan terdapatnya
pendidikan teknik yang formal. Selain itu juga dilengkapi dengan cara pengujian
yang terinstitusikan dan kompetensi orang-orang hasil didikannya.

Kriteria yang kedua adalah penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan
keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tertentu. Dalam
lingkungan suatu profesi, berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai
standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembangan
profesi yang bersangkutan. Kriteria ketiga adalah, untuk menjamin bahwa
kompetensi dari suatu kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) akan digunakan
dengan cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab, maka haruslah memiliki
sejumlah sarana institusional, berupa organisasi profesi, etika, kode etik profesi
dan prosedur penegakannya, serta cara rekrutasi pengemban profesi.

Sedangkan menurut Dietrich Rueschemeyer, profesi adalah pekerjaan
pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika (ilmu) pada
masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat.
Masyarakat awam tidak mampu menilai karya professional. Oleh karena itu,
dibutuhkan pengendalian diri secara individual bagi para pengemban profesi
untuk tetap berpegang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjiwai tugas
para pengemban profesi. Nilai-nilai dan norma-norma ini kemudian
diinstitusionalisasikan dalam struktur dan kultur dari profesi yang bersangkutan,
sehingga pengendalian secara individual itu diperkuat oleh pengawasan formal
dan informal oleh komunitas sejawat. Sebagai imbalannya, masyarakat
memberikan privilese dan melindungi otonomi profesi terhadap pengawasan dan
campur tangan golongan awam.

Berdasarkan kedua uraian tersebut dapat kita tarik rumusan pengertian
profesi. Bahwasannya profesi adalah pekerjaan tetap berupa pelayanan (Service
Occupation). Pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah
dalam bidang tertentu, dihayati sebagai suatu panggilan hidup, serta terikat pada
etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat

pengabdian terhadap sesama manusia.
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Dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu
fungsi kemasyarakatan tertentu. Ada lima sistem okupasi yang dapat dikualifikasi
sebagai profesi dalam pengertian ini, yakni keimanan (ulama), kedokteran,
hukum, jurnalistik dan pendidikan. Kelimanya berkaitan langsung dengan
martabat manusiawi dalam keutuhannya, berupa relasi dengan yang transenden
kepastian hukum yang berkeadilan, informasi yang relevan dan solidaritas yang
dinamis kreatif. Berkaitan dengan profesi hukum sendiri berkaitan dengan
masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam
kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan
titik tolak atau landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.

Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana
yang mewujud dalam berbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut
kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu
masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan
berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya
merupakan produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi masalah-
masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia, hukum dan tata
hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses
pengadaban dan penghalusan dari budi manusia.

Salah satu fungsi kemasyarakatan agar kehidupan manusia tetap
bermartabat adalah dengan menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang
berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari pada tingkat peradaban yang telah majemuk, fungsi
kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan ini
diwujudkan dalam profesi hakim. H.F.M Crombag dalam makalahnya yang
berjudul “Notities Over De Juridische Opleiding (1972)” mengklasifikasikan
peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam empat bidang karya hukum,
yakni penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (Legal
Advice), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar
konflik. Jabatan-jabatan seperti hakim, advokat dan notaris termasuk profesi

hukum masa kini yang mewujudkan bidang karya hukum secara khas
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1) Hakim

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam
masyarakat dengan baik dan secara teratur demi terpeliharanya ketertiban yang
berkedamaian didalam masyarakat, diperlukan adanya suatu institusi
(kelembagaan) khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak
memihak (imparsial) dengan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara
objektif. Dalam negara modern, penyelesaian konflik ini dilakukan melalui proses
formal yang panjang yang dimulai dengan perang tanding dan “Goodsoordeel”
(Ordeal) melalui penyelesaian oleh pimpinan masyarakat lokal, dengan
berdasarkan pada kepastian yang berkeadilan.

Dari sini, terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan yang
prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yaitu hakim, advokat dan jaksa.
Disini, tugas hakim adalah sebagai pemberi keputusan dalam setiap perkara
(konflik) yang dihadapkan kepadanya. Menetapkan hal-hal seperti hubungan
hukum, nilai hukum daripada perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Untuk dapat menyelesaikan konflik secara imparsial berdasarkan hukum
yang berlaku, para hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak
manapun termasuk pemerintah sekalipun dalam mengambil keputusan. Para
hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang
menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Seperti yang dikatakan
Mochtar Kusumaatdja, hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak
berkenaan dengan masalah atau konflik-konflik yang dihadapkan kepadanya.

2) Advokat

Pada dasarnya, terdapat dua tugas pokok advokat, yakni memberikan
nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik dan mengajukan atau
membela kepentingan klien di pengadilan. Peran utama seorang advokat pada saat
berpekara di pengadilan adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan
yang relevan dari sudut pihak kliennya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk
menetapkan keputusan yang adil. Profesi advokat pada dasarnya dapat berperan
pada semua bidang karya hukum. Sehingga pada dasarnya, etika profesi hakim

juga berlaku bagi para advokat.
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Uraian diatas merupakan gambaran profesi dan profesi hukum dalam bentuk
ideal. Dalam kenyataan konkret, hampir tidak ada sesuatu yang dapat adil dan
ideal seutuhnya. Karenanya, seringkali kita menemukan penyimpangan-
penyimpangan atau pengkhususan-pengkhususan. Namun jika kita menemukan
kasus penyimpangan yang cukup jauh serta mencakup banyak aspek dan meluas
sekali, maka mungkin kita dapat berpekara tentang Kkrisis atau perubahan
fundamental dengan segala akibat kemasyarakatannya.

2. Definisi Filsafat dan Filsafat Hukum

a. Definisi Filsafat Hukum

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena upaya pemikiran dan
penyelidikan secara mendalam secara krisis sampai ke akar persoalan. Menurut
Plato, Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang
kebenaran yang sebenarnya. Sedangkan menurut Notonegoro, Filsafat menelaah
hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yg mutlak, yang tetap tidak
berubah, yang disebut hakekat. Sedangkan menurut Hasbullah Bakry, Filsafat
ialah ilmu yang meneliti secara mendalam mengenai ketuhanan, manusia dan
alam semesta untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana alam dapat
dicapai sejauh pikiran manusia dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya
setelah mencapai pengetahuan itu.

Filsafat Hukum ingin mendalami ‘“hakekat” dari hukum. Berarti filsafat
hukum ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari sesuatu
yang melandasinya, dan hukum adalah sebagai suatu bagian dari ‘“kenyataan”.
Filsafat hukum sangat menentukan pembentukan produk hukum. Setidaknya, kita
sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan disamping sebagai
kepastian hukum dan kemanfaatan.* Karena objek filsafat hukum adalah hukum
itu sendiri, maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum
berkaitan dengan hukum juga seperti hubungan hukum dengan kekuasaan,
hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, sebab orang menaati hukum,
tujuan hukum sampai pada masalah kontemporer seperti masalah hak asasi

manusia, keadilan, hingga termasuk juga etika profesi hukum.

4 Zulkarnaen, Dinamika Sejarah Hukum dari Filosofi Hingga Profesi Hukum, CV Pustaka
Setia, Bandung, 2018, HIm.14.
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Pada hakekatnya, filsafat dan filsafat hukum berada dalam suatu keutuhan.
Adapun sifat yang melekat pada keduanya adalah®:

a. Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses
yang bersifat umum;

b. Bersifat spekulatif, persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas
pengetahuan ilmiah, yaitu dengan membuat tekanan yang cerdik tentang
hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang;

c. Bersangkutan dengan nilai, persoalan kefilsafatan bertalian dengan
keputusan tentang penilaian moral, estetika, agama dan sosial;

d. Bersifat kritis, filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep
dan arti yang diterima oleh ilmuwan tanpa pemeriksaan secara kritis;

e. Bersifat implikatif, jika suatu persoalan filsafat sudah terjawab, jawaban
tersebut memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan; dan

f. Berpikir secara radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya.

Manfaat dari mempelajari dan memahami filsafat hukum antara lain ialah®:

a. Manfaat ideal: manfaat ini dapat ditemukan oleh orang yang mempelajari
filsafat hukum, terutama terhadap pemahamannya tentang eksistensi
manusia dan kemanusiaannya dalam dinamika kehidupan;

b. Manfaat praktis: dengan mengkaji filsafat hukum dapat membuat setiap
manusia mampu menggali, mengolah dan memanfaatkan setiap potensi
atau sumber daya yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang
terdapat di luat dirinya, melalui gerak menuju tingkat yang lebih baik;

c. Manfaat rill: yakni manfaat yang mengantarkan menusia pada sebuah
pengertian dan bijaksana pada kebijaksanaan hidup untuk menerima
kenyataan yang ada pada masa ini terlepas dari masa lalu dan yang akan
datang, dari pengalaman dan ide pada harapan yang menuntun manusia
untuk menyadari ketidaksadarannya dan menerima keberadaannya.

Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai sifat dan manfaat filsafat hukum,
dapat dilihat dalam tabel berikut’:

Sifat dan Manfaat dari Filsafat Hukum
Menyeluruh Diharapkan tidak bersifat arogan atau apriori dalam
pembentukan hukum, penemuan hukum dan dalam
pengambilan keputusan
Mendasar Diajak memahami hukum dalam arti hukum positif semata
Spekulasi Berpikir inovatif tentang hukum
Reflektif Krisis | Membimbing untuk menganalisis masalah hukum secara
rasional dan mempertanyakan jawaban secara terus-menerus

Disiplin Mampu menegaskan permasalahan yang ada
Berupaya untuk | Menyimak keraguan dalam diri kita
Sempurna

5> Zulkarnaen, Dinamika Sejarah Hukum dari Filosofi Hingga Profesi Hukum, CV Pustaka
Setia, Bandung, 2018, HIm.15

® Zulkarnaen, Ibid., HIm.21.

7 Zulkarnaen, Ibid., HIm.22.
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3. Hubungan Filsafat Hukum dengan Moral

Pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral bermuara pada dua alur
yang bertolak belakang, yaitu pemikiran yang mengakui adanya hubungan hukum
dan moral dan pemikiran yang mengingkari hubungan di antara kedua kaidah itu.
Pemikiran yang mengakui adanya hubungan hukum dan moral diwakili oleh
mahzab hukum kodrat, sedangkan pemikiran yang mengingkari hubungan itu
adalah postivisme. Dalam konteks adanya hubungan antara hukum dengan moral,
terdapat tiga pola hubungan hukum dan moral yaitu hukum merupakan bagian
dari sistem ajaran moral agama atau idiologi, hukum merupakan derivasi dari
prinsip-prinsip moral umum, dan persinggungan antara hukum dengan moral.

Adanya hubungan antara hukum dan moral melahirkan relasi fungsional
yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan
penegakan hukum. Fungsi moralitas terhadap hukum meliputi sumber etik (nilar)
pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen
evaluatif bagi substansi kaedah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi
penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya. Fungsi
hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah
moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan
dukungan sanksi tertentu, memperkokoh nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-
kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk
menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan
kehidupan sosial. Dalam wacana tidak adanya hubungan antara hukum dan moral,
terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya, meliputi perbedaan tujuan,
perbedaan substansi aturan, perbedaan asal usul kaidah, perbedaan instrumen
penegakan, perbedaan daya kerja dan perbedaan ruang lingkup pengaturan.

Etika adalah ilmu pengetahuan, karena etika yang merupakan nilai-nilai dari
moralitas kemanusiaan. Sehingga dalam pendalaman mencari nilai-nilai tersebut
maka etika merupakan filsafat ilmu. Etika selain dari pada bagian dari ilmu
pengetahuan atau bagian dari filsafat ilmu, juga merupakan panduan dari nilai-
nilai terhadap tata cara individu, masyarakat maupun bernegara. Setiap kehidupan
itu perlu suatu etika agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di dalam kehidupan itu

sendiri. Selain itu, etika dalam pandangan agama Islam merupakan akhlak.
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Akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu agar hubungan baik antar individu
maupun hubungan dengan Penciptanya terjalin dalam suatu keharmonisan.
Hubungan etika dengan ilmu adalah merupakan pembatasan agar pemikiran
manusia yang haus akan kebenaran dapat terjaga dan tidak sampai keluar dari
norma-norma yang seharusnya tetap dipertahankan. Karena itulah, akal yang
dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan.
4. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Dalam beberapa rentan waktu sejak tahun 2014 hingga 2018, sudah terdapat
sederet kasus pelanggaran kode etik advokat yang merugikan klien mereka
sehingga para advokat ini diberikan sanksi mulai dari peringatan hingga
pemberhentian atau dikeluarkan dari organisasi PERADI. Dapat kita ambil salah
satu contoh pada tahun 2014 muncul di media online Tribun News, seorang
advokat yang bernama Joko Sriwidodo, advokat tersangka kasus suap yakni
mantan hakim Setyabudi Tedjocahyono, yang diberi sanksi diberhentikan secara
tetap dari profesi advokat. Pemberhentian Joko Sriwidodo diputuskan dalam
sidang kode etik advokat yang digelar oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI
DKI1 Jakarta, Jumat (21/3/2014).8

Joko Sriwidodo dinyatakan melanggar sumpah advokat seperti diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 6 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dan Pasal 4 huruf b, c, d, e Kode Etik Advokat Indonesia.
Berikut isi dari pasal yang dilanggar:

e Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:
Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mana lafalnya
adalah sebagai berikut:

—“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

—Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai
Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

—Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung

dengan menggunakan nama atau cara apapun juga;

8 Tribun News, PERADI Berhentikan Joko Sriwidodo sebagai Pengacara, diakses dari
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/22/peradi-berhentikan-joko-sriwidodo-sebagai-
pengacara.
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—Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa
hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan
hukum dan keadilan;

—Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar
pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau
menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

—Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab
saya sebagai Advokat;

—Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau
memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya
merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang
Advokat.

ePasal 6 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat:

a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

e Pasal 4 huruf b, c, d, e Kode Etik Advokat Indonesia:

a. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat
menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

b. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara
yang ditanganinya akan menang.

c. Dalam  menentukan  besarnya honorarium  Advokat wajib
mempertimbangkan kemampuan Klien.

d. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang
tidak perlu.

Majelis Dewan Kehormatan PERADI DKI Jakarta dipimpin oleh Alex R.
Wangge sebagai Ketua Majelis. Majelis kemudian menghukum teradu
diberhentikan tetap dari profesi advokat untuk tidak menjalankan profesi advokat
baik di dalam atau di luar pengadilan. Selain itu, Majelis juga menghukum Joko
Sriwidodo untuk membayar denda sebesar Rp.3.500.000,00.
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Menurut Ketua Majelis Alex R Wange, Joko Sriwidodo dianggap tidak
menjalankan tugasnya sebagai advokat secara baik atau melanggar kode etik
sebagai advokat saat mendampingi kliennnya, terdakwa Setyabudi dalam kasus
suap terkait kasus korupsi Bansos Bandung. Joko Sriwidodo dinyatakan telah
menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuatkan nota pembelaan (pledoi),
tidak hadir saat Setyabudi diperiksa, dan jarang hadir dalam persidangan. Padahal,
Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi.

Menurut Ketua Majelis Alex R. Wange, semua pekerjaan dikerjakan oleh
anak buah Joko Sriwidodo. Joko banyak memberi janji kepada Setyabudi, seperti
janji akan dihukum ringan dan memindahkan tempat sidang yang bukan
wewenangnya. Janji seperti itu dilarang Kode Etik Advokat Indonesia. Mengenai
pemindahan tempat sidang, Joko Sriwidodo menjanjikan Kkliennya akan
dipindahkan dari Pengadilan Negeri Bandung menjadi Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta. PN Bandung adalah bekas kantor Setyabudi saat menjabat Wakil
Ketua Pengadilan sekaligus lokasi tertangkap tangan atau serah-terima suap oleh
Setyabudi dan tersangka Asep Triana, orang suruhan tersangka Toto Hutagalung.

Atas keputusan ini, para pihak diberi kesempatan mengajukan banding
selama 21 hari sejak diterimanya putusan ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI.
Alex didampingi Sirjon Pinem, Marsaulina Manurung, Fathurin Zen, Nengah
Dharma selaku anggota majelis. Kuasa hukum Joko Sriwidodo yakni Bangun
Patriyanto mengatakan akan mempelajari dulu semua isi keputusan itu. Soalnya,
pihaknya belum mengetahui secara lengkap pertimbangan keputusan
pemberhentiannya itu. Sedangkan istri Setyabudi yakni Lulu mengaku puas
dengan keputusan pemecatan itu. Sebab, dirinya merasa dipermainkan oleh Joko
Sriwidodo saat menangani kasus suaminya.

Contoh kasus diatas merupakan salah satu pelanggaran kode etik
penelantaran klien yang perlu dijadikan pembelajaran kepada setiap advokat
maupun calon advokat supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang dapat merigukan
klien dan dapat memperburuk citra seorang advokat yang merupakan Officium
Nobile atau profesi yang terhormat. Hal inilah yang menurut filsafat hukum dikaji
sebagai urgensi dari etika profesi terutama untuk profesi hukum. Karena pada

hakikatnya, kode etik membuat advokat tidak akan merugikan kliennya.
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C.PENUTUP

Filsafat hukum adalah pemikiran mendalam dan penuh kecerdasan tentang
hukum yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, radikal, kontemplatif dan
rasional. Hal inilah yang juga perlu diterapkan dalam etika profesi yang
merupakan upaya untuk menjaga marwah suatu profesi agar tetap baik di mata
masyarakat khususnya dalam menjalankan tugasnya. Termasuk juga dalam hal ini
berlaku untuk etika profesi hukum misalnya profesi advokat. Dalam menjalankan
kegiatan profesinya, advokat memiliki Kode Etik Advokat Indonesia yang
merupakan pengejawantahan dari etika profesi hukum. Dalam konteks filsafat
hukum, kode etik profesi memegang peranan penting untuk menjaga kualitas
profesi advokat dari hulu hingga ke hilir. Kasus Joko Sriwidodo yang
“dibebastugaskan” dari profesi advokat merupakan refleksi sekaligus apresiasi. Di
satu sisi, menjadi refleksi bersama karena ternyata kode etik advokat tidak mampu
mencegah terjadinya penyimpangan dalam profesi advokat seperti penelantaran
klien. Sedangkan di sisi lain, perlu diapresiasi Majelis Dewan Kehormatan
PERADI yang telah menjaga keluhuran profesi advokat dengan memberi sanksi
tegas kepada Joko Sriwidodo yang telah mencoreng nama baik profesi advokat
sebagai Officium Nobile atau profesi yang terhormat.
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